
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.176, 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Seleksi. Anggota. 
KPU. Provinsi. Kabupaten/Kota. Pencabutan. 

 
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 02 TAHUN 2013 
TENTANG 

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : 1. bahwa untuk memilih dan mewujudkan anggota KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai 
penyelenggara pemilu yang profesional dan 
berintegritas;  

2. bahwa untuk menjamin proses seleksi anggota KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang berintegritas, 
bertanggungjawab, transparan dan partisipatif;  

3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 
(7), Pasal 21 ayat (7), dan Pasal 119 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum;  

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, perlu 
membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota.  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246);  

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316);  

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan 
Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 
2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan 
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 906)  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 01 Tahun 2010;  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 22 Tahun 2008;  

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana diubah 
terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2012. 
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Memperhatikan  : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada 
tanggal 11 Januari 2013;  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN/KOTA.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, yang dimaksud 
dengan: 
1. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan 
Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan 
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih 
Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.  

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas melaksanakan Pemilu.  

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi 
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di 
Provinsi.  

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU 
Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.  

5. Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, 
pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota.  

6. Seleksi administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap 
kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan 
dan demokrasi.  

7. Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU atau KPU 
Provinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota 
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.  

8. Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan 
Tinggi, atau tenaga pendidik yang bekerja di Lembaga Pendidikan 
setingkat SLTA jika tidak ada tenaga pendidik yang bekerja di 
Perguruan Tinggi.  
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9. Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait 
dengan bidang sosial, politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan 
jurnalistik.  

10. Unsur masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi 
kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh-tokoh 
masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.  

Pasal 2 

Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas:  

a. mandiri; 

b. jujur; 

c. adil; 

d. kepastian hukum; 

e. tertib penyelenggara Pemilu; 

f. kepentingan umum; 

g. keterbukaan; 

h. proporsionalitas; 

i. akuntabilitas; 

j. efisien;dan  

k. efektifitas.  

BAB II 

PERSYARATAN CALON ANGGOTA 

KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA 

Pasal 3 

(1) Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus 
memenuhi syarat sebagai berikut :  

a. warga negara Indonesia; 

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) 
tahun;  

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945;  

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;  
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e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu 
politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen;  

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU 
Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon 
anggota KPU Kabupaten/Kota; 

g. berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota 
KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan 
untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan 
kartu tanda penduduk;  

h. mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat 
tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang 
dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah 
atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas 
narkoba;  

i. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-
kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah 
mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat 
mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan 
pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan; 

j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan 
dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada 
saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat 
pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang 
tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih;  

l. bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi 
lainnya selama masa keanggotaan;  

m. bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih 
dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa 
keanggotaan apabila terpilih; 

n. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama 
penyelenggara pemilu.  

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku 
sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif:  
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